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BUPATI LUWU UTARA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA 

NOMOR : 188.4.45/119/ I /2019 
 

TENTANG 

 
PENETAPAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI 

TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN    2019-2020 
DAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  LUWU  UTARA, 

 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka  pencegahan dan pemberantasan 

korupsi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perlu 
dilakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara 

terintegrasi berupa Penetapan Rencana Aksi dan Satuan 
Tugas Pelaksana Rencana Aksi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi 

Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019- 
2020 dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 244, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 
Nomor 5587). Sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang  Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5153); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 

Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 

2012-2014; 

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 

2015; 

14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16); 

16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018  tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
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Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66). 
 

Memperhatikan  : Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 
188.4.45/494/II/2016 tentang Pembentukan Unit 
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Luwu Utara. 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : 

KESATU :  Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019-2020 dan 

Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi, sebagaimana tercantum 
pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. 

 

KEDUA  : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU 
mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi 
terintegrasi yang telah ditetapkan; 

b. pelaksanaan rencana aksi harus dapat diselesaikan sesuai 

target capaian yang telah ditetapkan; dan 

c. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan rencana aksi 
program pemberantasan korupsi terintegrasi. 

 

KETIGA  :  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum 
KEDUA, Satuan Tugas bertanggung  jawab kepada Bupati Luwu 
Utara. 

 
KEEMPAT :  Biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019. 

 

KELIMA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
                                    

         
                   

       Ditetapkan di  Masamba 

     pada tanggal, 22 Januari  2019 
 

       BUPATI LUWU UTARA, 

 
            ttd 

 
INDAH PUTRI INDRIANI 

 

 
 

 
 
 

 
 


